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KASUS JAMSOSDA MOROWALLI

Dakwaan JPU Diklaim Tak Terbukti

KEPALA Dinas Kesehatan Morowali Fatmawati A Halid, terdakwa kasus dugaan korupsi dana Jaminan Sosial
Daerah Morowali tahun 2010-2011 saat menyampaikan pledoi (pembelaan), Kamis (15/8/2013). FOTO: ANGKYMS.

PALU, MERCUSUAR - Pi-
hak Kepala Dinas Kese-
hatan (Kadinkes) Moro-
wali, Fatmawati A Halid,
menyatakan tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana dak-
waan JPU, baik dakwaan
primair maupun subsidair.

Hal itu dikatakan terdak-
wa melalui tim penasehat
hukum AH makassau SH
MH saat sidang dengan
agenda pembacaan pledoi
(pembelaan) di Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan
Negeri (PN) Palu, Kamis
(15/8/2013).

Olehnya, Majelis Hakim
berkenan membebaskan
terdakwa dari dakwaan JPU,
serta memulihkan nama
baik, harkat dan martabat
dari kedudukan dan ke-
mampuan.

Fatmawati A Halid me-
rupakan terdakwa kasus
dugaan korupsi dana Jami-
nan Sosial Daerah (Jamsos-
da) Kabupaten -Morowali
tahun 2010-2011 sekira
Rp221.321.174.

Diuraikan dalam pledoi,
terdakwa oleh JPU didak-
wa melakukan pembay-
aran dengan menambah

harga obat sebesar 40
persen, hingga terdapat
kelebihan pembayaran
RP221.321.174. Hal itu
bertentangan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor:
069/Menkes/SK/11/2006
tetanggal 7 Februari 2006
tentang pencantuman har-
ga eceran tertinggi (HET)
yang dicantumkan dalam
label obat, serta Perda
Morowali Nomor: 8 Tahun
2008 tertanggal 22 Juli
2008 tentang Jamsosda
Kabupaten Morowali.
Padahal, keterangan
saksi-saksi fakta jika didu-
dukan sebagai alat bukti
dipersidangan telah ke-
hilangan kekuatan pem-
buktian yang menopang
dakwaan JPU. Sebab kete-
rangan saksi-saksi tidak
ada yang memposisikan
tindakan terdakwa salah
serta meyimpang dari
tugas pokok dan fungsi.
Terlebih lagi perbuatan
terdakwa yang melawan
hukum atau menyalagu-
nakan kewenangan.
Bahkan saksi-saksi terse-
but memberikan penguatan
bahwa yang dilakukan ter-
dakwa sesuai prosedur dan
mekanisme vang berlaku.

Demikian pendapat ahli
yang dihadirkan JPU, yakni
Drg Jimmy Lee dan Drs
Ambo Tuwo M.Apt MM
(Dinas Kesehatan Sulteng),
Abd Wahid SH MH (do-
sen Hukum Untad) serta
Yusri Safadilah SE (auditor
BPKP). Selain keterangan
mereka tidak menjelaskan
adanya kesalahan yang nya-
ta terkait dugaan kemaha-
lan pembayaran harga, juga
tidak secara tegas memberi-
kan gambaran pelanggaran
hukum.

Usai mendengar pledoi
pihak terdakwa, JPU melalui
Denny Alvanto menyatakan
akan mengajukan replik.
“Sidang ditunda hingga
Rabu (21/8/2013) untuk
memberikan kesempatan
JPU ajukan replik,” tutup
Ketua Majelis Hakim Erwan
Munawar SH MH.

Diketahui, Selasa
(30/7/2013) lalu, Fatma-
wati A Halid dituntut satu
tahun enam bulan atau 18
bulan penjara oleh JPU.
Selain itu, ia juga didenda
Rp50 juta subsider enam
bulan kurungan, serta di-
bebankan membayar uang
pengganti Rp221.321.174.
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